BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan
Kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang penentuan daerah rawan

kecelakaan di Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kecelakaan di Kota Malang mencapai 19,75 setiap
100.000/penduduk terjadi penurunan sebanyak 4,84 dibanding dengan
tahun sebelumnya dan tingkat kecelakaan per 10.000/kendaraan
didapatkan hasil 2,85 per 10.000/kendaraan. Tingkat fatalitas kecelakaan
mencapai 20% terjadi penurunan sebesar 2% disbanding dengan tahun
sebelumnya namun mesih diatas tahun 2017 yang sebesar 19%. Tingkat
kecelakaan berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan jumlah
kendaraan selalu menurun setiap tahunnya namun untuk tingkat fatalitas
sempat mengalami kenaikan di tahun 2018 dan terjadi penurunan
ditahun 2019 namun untuk tingkat fatalitas jumlahnya masih lebih tinggi
dibanding tahun 2017 sehingga perlu adanya analisis dan penanganan di
lokasi rawan kecelakaan.

2. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 4 metode penentuan
LRK dan perangkingan LRK dari 185 ruas jalan terdapat blackspot
tertinggi yaitu Jalan S. Supriadi yang berstatus jalan kota dan terdapat di
STA 0 hingga STA 0 + 300 yang selanjutnya dilakukan analisis lebih
lanjut mengenai usulan perbaikan dan pengadaan prasarana jalan

sebagai penunjang keselamatan.

V.2 Saran
Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kota Malang

diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik
dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna

mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
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2. Perlu adanya pengawasan secara rutin terhadap prasarana jalan di kota
Malang sehingga segala bentuk kerusakan prasarana jalan yang

berpotensi membahayakan pengguna jalan segera dilakukan perbaikan.
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